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ABSTRAK

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu
menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk di pakai selama suatu jangka
waktu tertentu, sedangkan pihak lainya menyanggupi akan membayar harga yang
telah di tetapkan untukpemakaian itu pada waktu-waktu yang di tentukan.

Masalah® pokok dalam  peneltian ini adalah bagaimana pelaksanaan
perjanjian-Kerja sama alat berat pada CV.Putra Ladon dengan petani di Jalan
Lintas Timur, Kecamatan Bandar Petalangan dan bagaimana penyelesaian
perjanjian kerja sama sewa-menyewa alat-berat kepada CV.Putra Ladon di Jalan
Lintas Timur, Kecamatan,Bandar-Petalangan:

Penelitian ini _menggunakan metode penelitian hukum sosiologis
( empiris ) atau observasi (observational research), yang bersifat deskriptif,
sedangkan alat pengumpul data dalam penelitian ini melalui wawancara.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan kerja
sama sewa-menyewa alat berat pada CV.Putra Ladon dengan Petani di Jalan
Lintas Timur, Kecamatan Bandar Petalangan dapat dilihat dari beberapa tahapan
yaitu prakontrak,kontrak dan pasca kontrak. selanjutnya, upaya hukum dalam
penyelesaian sengketa yang CV.Putra Ladon lakukan dengan cara melakukan
penyelesaian sengketa dengan melalui 2 jalur yaitu non litigasi dan litigasi, pihak
CV.Putra Ladon sudah mencoba melakukan penyelesaian dengan cara
musyawarah namun tidak mendapatkan titik terang, sehingga pihak CV.Putra
Ladon memutuskan untuk melakukan penyelesaian melalui jalur pengadilan agar
pihak petani segera menepati janjinya untuk membayar sisa dari pembayaran uang
sewa alat berat.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Alat Berat



ABSTRACT

Lease is an agreement in which one party undertakes to hand over an
object to be used for a certain period of time, while the other party undertakes to
pay a predetermined.pricefor that use at a specified-time.

The _main problem in the research is how to implement the CV.Putra
Ladon equipment cooperation agreement. Putra Ladon with farmers on the
eastern causeway, Bandar Petalangan sub-district and how to complete a heavy
equipment rental cooperation-agreement with .CV.Putra Ladon on Jalan Lintas
Timur, Bandar Petalangan.District.

This research uses sociological law research methods ( empirical ) or
observational (' observational research ), which is descriptive, while the data
collection tool in this study is throught interviews.

This result of this study conclude that the implementation of heavy
equipment rental cooperation at CV.Putra Ladon with farmers on the eastern
route of the Bandar Petalangan sub-district cam -be seen from several
stages,namely pre-contract,contract and post-contract. Furthermore, legal effort
in resolving disputes that CV.Putra Ladon did by way of resolving disputes
through 2 channels, namely non-litigation and litigation, CV.Putra Ladon party
has resolved by way Of deliberation but can’t get a clear point, so CV.Putra
Ladon decided .to make a settlement throught the courts so that the farmer
immidiatelly fulfills his promise to_pay the rest of the heavy equipment rental
payments.

Keywords : heavy equipment rental cooperation agreement

VI
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PENDAHULUAN

A. Latar bels

hukum
bersifat

peraturan

orang lain

kepenting

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
3. Suatu pokok persoalan tertentu

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

L Efendi,l.d Penghantar Hukum Indonesia (PHI), Rajawali Pers, Jakarta , 2015 , HIm 152
2 Mertokusumo, S,.Mengenal Hukum ( SuatuPengantar ).Liberty, Yogyakarta 1986 ,HIm 101
3 Muhammad, A.K, Hukum Perdata Indoesia .Citra Aditya Bakti . Bandung , 1993, HIm 200
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Hubungan dalam keperdataan diantaranya perjanjian atau adanya
kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Menurut

pasal 1234 KUH perdata ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu ;*

undang unc atan yang lahir d: 1 bagi lagi atas
perikatan- ‘ [ j i : ng lahir dari
undang-undang - er ats - rang b 0 i, dapat dibagi
lagi atas perikatan perika ang diperbolehkan

dan yang lahir da : uata 9 berlawane gan hukum.®

yang dibuat termasuk suatu hal yang halal dan sesuai dengan pasal 1320 KUH
perdata.

Dalam buku 1l KUHPerdata, menganut asas “ kebebasan “ dalam hal
membuat perjanjian ( beginsel der contractsvrijheid ). Asas ini dismpulkan

didalam pasal 1338 KUH perdata, yang menerangkan bahwa

“1bid, HIm 201
® lbid . HIm 202



“ segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.yang dimaksud dalam pasal tersebut, tidak lain dari
pernyataan bahwa tiap perjanjian “ mengikat “ kedua pihak. Tetapi dari peraturan
ini , dapat di tarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa
saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.”®

Sewa- menyewa. adalah suatu perjanjian<dimana pihak yang satu
menyanggupi-akan menyerahkan suatu benda untuk dipakal selama suatu jangka
waktu tertentu, sedangkan pihak lainya menyanggupi akan membayar harga yang
telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu< waktu yang ditentukan. ’Pihak
penyewa memikul dua kewajiban pokok, yaitu ;

1. Membayar uang sewa pada waktunya

2. Memelihara barang yang disewa

Perjanjian sewa-menyewa hanya, bertujuan untuk memberikan hak
pemakai saja, bukan hak milik-atas suatu benda: Perjanjian sewa menyewa juga
tidak memberikan hak suatu kebendaan, ia hanya memberikan suatu hak
perseorangan terhadap orang yang /menyewakan barang. Karena hak sewa bukan
hak suatu kebendaan, maka jika si penyewa diganggu oleh seorang pihak ketiga
dalam melakukan haknya, Ia tidak dapat secara langsung menuntut orang yang
mengganggu, tetapi 1a ‘harus * mengajukan tuntutanya pada orang yang
menyewakan.

Sewa- menyewa merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian itu
telah sah mengikat para pihak setelah mereka mencapai kata sepakat tentang dua

hal yaitu barang dan harga. Dengan demikian menjadi kewajiban pihak yang satu

menyerahkan barangnya, sedangkan pihak yang lain membayar harga.®

® R .Subekti,,Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermassa, Jakarta 2010 ,HIm 107
" 1bid ,HIm 164
8 Listianingsih , I,K Hukum Perikatan.Sinar grafika, Jakarta , 2006 , HIm 179
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Objek dalam perihal dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah

hal yang di wajibkan kepada pihak- berwajib ( debitur ) , dan hal , terhadap mana

pihak berhak ( kreditur ) mempunyai hak, apabila seseorang tidak memenuhi

antara pa

bahkan menjadi entral se dari tahap pra

kontraktual ( té Denawa an aksanaan perjanjian

aspek perjanjian yang dijadikan dasar

° Prodjodikoro R, Azas- Azas Hukum Perjanjian , Mandar Maju , Bandung , HIm 1

10 Sudikno Mertokusumo , Mengenal Hukum Suatu Pengantar , edisi keempat , cetakan ke -1 ,
Liberty , Yogyakarta , 1996 , HIm 33

1 Herlin Boediono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapanya Dibidang Kenoktariatan,
Citra Aditya, Bandung, 2010, HIm 33
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adanya keseimbangan tersebut, maka secara garis besar dapat dikelompokan
dalam 3 fase yaitu :12

1. Fase prakontrak/perbuatan para pihak yang melakukan perjanjian. Agar

?‘W;

D

&
e
-
.

pemilik alat berat dengan penyewa alat berat dalam pelaksanaan pembayaranya.
Masalah yang timbul terjadi dalam pelaksanaanya adalah pembayaranya, yaitru

penyewa yang tidak tepat membayar uang sewa kepada pemilik alat berat,

12 Herlien Boediono, Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya, 2010,
Hlm 33



penyewa tidak menjalankan perjanjian pembayaran sesuai dengan surat perjanjian
yang mereka buat di awal.!3

Bahwasanya si pemilik alat berat yaitu CV. Putara Ladon sudah
melaksanakan perjanjian  sewa..menyewa alat berat  excavator kepada Petani
sesuai dengan surat perjanjian tertanggal 02 januari 2020. Dimana yang didalan
perjanjian tersebut pihak pertama’ selaku pemilik alat berat sebagai penyedia
operator dan alat berat. Dan si petani sebagai pihak Kedua selaku penyewa alat
berat, didalam perjanjian isi perjanjian kedua tersebut “ pihak kedua,
sepakat menyewa alat berat Excavator dari pihak pertama dengan harga sewa
untuk 1 unit sebesar Rp. 200.000,.- ( dua ratus ribu rupiah ) per jam kerja. Pihak
kedua menyewa 1 unit
alat berat selama 360 jam , jika dikalkulasikan ( 360 x 200,000. ) maka total harga
sewa sebesar Rp. 72.000.000;.- ( tujuh puluh dua juta rupiah ).

Di awal perjanjian pihak kedua selaku penyewa tanggal 2 januari 2020
telah membayar uang muka sewa alat berat Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta
rupiah ), setelah itu pihak kedua tidak lagi membayar dan selalu mengingkari
janji- janjinya , padahal pihak pertama sudah menyelesaikan tugasnya. Setelah
pihak pertama menghubungi pihak kedua secara terus menerus akhirnya pihak
kedua membayar sisa sewanya pada tanggal 1 april 2020 dengan nominal Rp.
5.000.000,- ( lima juta rupiah ), dengan begitu pihak kedua masih memilik hutang
kepada pihak pertama sebesar Rp. 37.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ), setelah

itu pihak kedua tidak ada lagi membyar sisa dari hasil sewa alat berat sampai pada

13 Berdasarkan hasil WawancaraYang Peneliti Lakukan Di Kecamatan Bandar Petalangan
Terhadap Pemilik Alat berat dan Penyewa
1% 1bid
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akhirnya pihak memberikan somasi kepada pihak kedua. Tindakan pihak kedua
dalam melakukan keterlambatan pembayaran yang menyebabkan kerugian

kepada pemilik alat berat , yang mengakibatkan kerugian materil dan

imameteril.1°

petalangan ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
Sesuai masalah pokok yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1> 1bid
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a. Peniliti melakukan penelitan terhadap CV. Putra Ladon untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama sewa —

meyewa alat berat CV. Putra Ladon dengan petani di jalan lintas

as terjadinya
enyewa alat

ur, kecamatan

b. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran dan
pandangan kepada masyarakat jika mengalami sebuah masalah
hukum yang sama seperti di judul penelitian tentang Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama Sewa- Menyewa Alat Berat CV. Putra
Ladon Dengan Petani di Kecamatan Bandar Petalangan. Dengan

dilakukanya penilitan ini, peniliti berharap hasil penilitian bisa
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menjadi studi kasus atau sebuah pembelajaran untuk masrayakat,
supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan jika mengalami

sebuah masalah hukum yang sama bisa mengetahui bagaiamana

kekuasaan ke : - m' di masyarakat,

setiap masyrak donesia ; 0 an hukum dan

mendapatka

antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Dalam artian, hukum itu yang

mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakatnya.16
Hukum juga sebagai instrument penting bagi pelaksanaan ideology dan

program bagi Negara. Seharusnya hukum yang dibangun adalah hukum yang

memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu tatanan nasional yang tidak adil dan yang

16 Kancil,Penghantar Hukum Indonesia, PT. Rineka Cipta , Jakarta , 2014 , HIm 32



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

menindas hak-hak asasi. 17Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan

oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai

tujuan yang di harapkan.

suatu hubungan hukum ( mengenai kekayaan harta benda) antaara dua orang,
yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang

lainya, sedangkan orang yang lainya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.20

7 Ishag,Penghantar Hukum Indonesia (PHL.), PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2014 ,HIm 23
8R. Subekti, KUHperdata, PT. Balai Pustaka , Jakarta Timur ,2014, HIm 323

19 Efendi(ed),l,D,Penghantar Hukum Indonesia (PHI), 2015 , HIm 196-197

2R, Subekti , Op.Cit, HIm 123

10



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dan didalam hukum perdata juga menyangkut sebuah perjanjian,
dimana perjanjian yang dibahas dalam hukum perdata pada buku ke 11l tentang

perikatan. Didalam pasal 1313 KUH perdata tentang perjanjian yaitu “ suatu

perjanjian” adalah satl aengikat diri terhadap

satu ora ] “!\‘F‘“ .ea
atau dimana , i ji ‘5 suatu hal .

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, maksudnya adalah kedua belah
pihak harus cakap menurut hukum, setiap orang yang telah dewasa
adalah orang yang cakap menurut hukum, pada pasal 1330 KUH

perdata menegaskan orang yang tidak cakap hukum ialah orang yang

2L Listianingsih(ed), I , D, Hukum Perikatan. Sinar Grafika . Jakarta ,2016 , HIm 180

22 Widjaja, K , M. ( Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. , PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta
,2003 , HIm 7

2 Purwoko, S, W Catatan Hukum Seputar Perjanjian Kredit Dan Jaminan , Nine Seasons.
Jakarta ,2011 , HIm 3-7

11
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belum dewasa dan ditaruh dibawah pengampunan dinyatakan tidak

cakap untuk membuat perjanjian.

c. Suatu hal tertentu , yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah

essentialia

b. Naturalia
Bagaian yang ditetapkan oleh undang undang sebagai peraturan yang
bersifat mengatur.  Contohnya seperti  didalam  perjanjian

penanggungan

24 R.Soeroso.Perjanjian Dibawah Tangan, Sinar Grafika , Jakarta , 2010, HIm 16-17

12
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c. Accidentalia
Bagian yang ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian, yang

diman undang undang tidak ada mengaturnya, contohnya jual beli

memenuhi pre § I perjan anpa ada pihak
yang dirugike : ‘_ dengan baik karena
ada sebab i dilakt 1 estasi berasal dari
bahasa belandz erart ang di engan wanprestasi

adalah : aren: n adany " ' | : an’ yang dilakukan,

Adapun pengertian wanprestasi menurut para ahli sebagai berikut :
a. Pendapat M. Yahya Harahap, wanprestasi dikatakan sebagai
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya serta

dilakukan tidak selayaknya.?®

5 Nindyo Pramono,Hukum Komersil,Pusat Penerbit UT,Jakarta, 2003 , HIm 21
% M.Yahya Harahap,Segi-Segi Hukum Perjanjian,Alumni,Bandung, 1982 , HIm 60

13
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b. Pendapat H. Mariam Daruz Badrulzaman, wanprestasi adalah apabila
debitur” karena kesalahanya” tidak melakukan perjanjian dengan apa

yang sudah di perjanjikan maka debitur dikatakan wanprestasi atau

memberikan sesuatu 8 aksud kewajiban pihak berutang
untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk
merawatnya sebagai seorang bapal rumah yang baik, sampai pada saat
penyerahaanya.

2. Berbuat sesuatu

27 R.Subekti,Hukum Perjanjian,Pembimbing Masa,Jakarta 1979,cet ke-1V , HIm,59
28 |bid , HIm 60

14
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Berbuat sesuat dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan
perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud
prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.

. Tidak berbuat sesuatu

T
e
’. tepat pada
' pat p
1
g 2lah di tentukan
dak dipenuhinya
dikarenakan oleh

n tersebut antara

b. Karena keadaa
tidak bersalah.

Adapun didalam pasal 1238 KUHperdata yang menjelaskan wanprestai ,

diluar kemampuan debitur, debitur

didalam pasal ini menyebutkan ;

“ debitur dinyatakan lalai dengan surat peintah,atau dengan acta sejenis itu, atau
berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bilah perikatan yang
mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan”.

15
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Jadi dalam pasal ini dijelaskan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi
jika sudah adnya surat perintah atau akta dan sejenisnya. Surat perintah dan acta

tersebut bisa disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan pernyataan

\ﬁ;\

sita langsung
acara penya

4. Per

o
I
”
e
ak:

D

Perjanjian sewa-menyewa hanya, bertujuan untuk memberikan hak
pemakai saja, bukan hak milik atas suatu benda. Perjanjian sewa menyewa juga
tidak memberikan hak suatu kebendaan, ia hanya memberikan suatu hak
perseorangan terhadap orang yang menyewakan barang. Karena hak sewa bukan

hak suatu kebendaan, maka jika si penyewa diganggu oleh seorang pihak ketiga

29 Abdulkadir Muhammad ,Hukum Perdata Indonesia,Citra Aditya Bakti,Bandung , 2000 , HIm
204
%0 R. Subekti , Aneka Perjanjian, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2014 . HIm 164
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dalam melakukan haknya, ia tidak dapat secara langsung menuntut orang yang

mengganggu, tetapi ia harus mengajukan tuntutanya pada orang Yyang

menyewakan.®!

didalam sewa-

menyewa t ersebut disewa

asalkan ad Sewa untuk satu

hari, satu bu enyebutkan;

“pihak yang gan menyatakan
hendak mema
sebaliknya”.%3

Sewa- menyews : : artinya perjanjian itu

ah di perjanjikan

menyerahkan barangnya, sedangkan pihak yang lain membayar harga.*

5. Kewajiban pihak penyewa dan yang menyewakan

31 Handri,R, Buku Pintar Tentang Jual Beli Dan Sewa Menyewa.Pustaka Yustita,Jakarta , 2010 , P
25

32 |bid , HIm 26

3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Pasal 1548

3 Listianingsin(ed ), I, K, Hukum Perikatan. Prenada Media Group.Jakarta. ,2016 ,.HIm, 180 .
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Didalam sewa-menyewa setiap pihak mempunyai kewajibanya masing-
masing untuk mewujudkan apa yang di inginkan dari para pihak. Kewajiban para

pihak tersebut adalah sebagai berikut: %

memberikan

selama waktu

dibuat

6. Pihak yang menyewakan berkewajiban mengganti kerugian jika

cacat tersebut mengakibatkan kerugian kepada si penyewa.

=

Adapun kewajiban dari penyewa sebagai berikut ;

35 Handri,Buku Pintar Transaksi Jual Beli Dan Sewa Menyewa.Pustaka Yustisia.Jakarta ,2010 , P.
24
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1.  Penyewa harus wajib menggunakan barang yang disewa dengan
baik dan benar sesuai dengan kegunaanya.

2. Penyewa memiliki kewajiban membayar uang sewa sesuai dan

ir dengan dua
macam,yak itentukan, dan
kedua yait etelah di tikan m : k3 nggang waktu.

37dalam hal ini“perjanijia nyewa ‘: ' | : z isan disebutkan

manusia, seperti: mengangkut, mengangkat, memuat, memindah, menggali,
mencampur dan seterusnya denga cara yang mudah , cepat , hemat dan aman.®
dalam pemilihan alat berat dilakukan pada tahap perencanaan, dimana

jenis , jumlah , dan kapasitas alat berat salah satu factor penentu, tidak semua alat

% |bid , HIm 25

37 Wirjono,P,Asas-Asas Hukum Perjanjian.Bale Bandung.Jakarta . 1986 , P. 60

% Asiyanto,2008:1,Manajamen Alat Berat Untuk Kontruksi,Pradya Pramitra Jakarta,(Jurnal
limiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15, No 3 2015
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berat dapat dilakukan di semua proyek, maka dari itu pemilihan alat berat sangat
diperlukan. Jika salah dalam pemilihan alat berat maka proses pengerjaan akan

berasa lama sebab alat proyek tidak sesuai dengan proyek yang di kerjakan.*®

scraper.

c. Dump truck
Dumptruk merupakan sebuah kendaraan untuk mengangkut barang ,
baik jarak jauh maupun dekat. Alat ini memiliki kekurang disbanding
alat lain, karen dump truk memerlukan alat lain untuk melakukan

pemuatan.

39 Rostiyanti.Alat Berat Untuk Kontruksi, Rineka cipta , Jakarta, 2002 , HIm 3
40 Rochmanhadi , Alat — Alat Berat Dan Penggunaanya . Penerbit Departemen Pekerjaan Umum ,
Jakarta ,1992 , HIm 221 - 223
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Alat berat termasuk kedalam kekayaan daerah, sebagaimana didalam
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 2 tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menyebutkan bahwa :%!

pada umu : : etia asyare /al at berat punya

pemerintah dikenaka ‘ akaian, “ akaian ini lah yang
dapat mena

E.

masih mentah K engelompokan atau memisahkan
komponen- komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk
kemudian mengaitkan dats ysng di himpun untuk menjawab

permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan

41 peraturan Daerah Provinsi Riau No 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
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pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat

dipelajari dan di terjemahkan dan memiliki arti.42

e. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh badan atau

. Alat berat adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia
dalam melakukan pekerjaan pembangunan. Alat berat salah satu
factor penting dalam pelaksanaan sebuah proyek, terutama proyek

kontruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainya dalam sebuah

42 Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung , 2005 , HIm 10

4 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan , Sumur Bandung, Bandung : 1995
, HIm 19

4 R .Subekti , Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermassa, Jakarta, 2010 ,HIm,164

22



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

pekerjaan besar.45 Didalam penelitian ini CV. Putra Ladon bergerak

didalam bidang menyewakan alat berat berjenis Excavator.

i. CV. Putra Ladon adalah sebuah cabang usaha yang bergerak di

F.

penelitiam hukum observasi ( observational research ). %6 yaitu melakukan survey
langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu
wawancara.

Penelitian deskriptif adalah mengumpulkan informasi aktual secara rinci

serta  melukiskan gejala dan mengidentifikasi permasalahan yang ada, untuk

4 Rochmanhadi,Jurnal IImiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil, Optimalisasi Penggunaan
Alat Berat Pada Pekerjaan Galian Tanah, 1985
46 Syafrinaldi,Buku Panduan Penulisan Skripsi.UIR Press. Pekanbaru, 2017 , HIm 15
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menentukan apa yang akan dilakukan orang lain untuk menghadapi permasalahan

yang sama.*’

2. Lokasi Penelitian

belah pihak
3. Popu

Pop
sejenis dan dapat di beda ' an, sedangkan responden

merupakan sebagaia 3 : d ing dibutuhkan .

CV . Putra Ladon yang bergerak dalam penyewaan alat berat berupa
Excavator.

b. Penyewa alat berat yaitu 30 orang, selama tahun 2019 penyewa alat
berat dalam 1 tahun itu yaitu 30 orang penyewa, selama dalam jangka

waktu 1 tahun terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian kerja sama

47 Sutekti,Metodologi Penelitian Hukum ( filsafat , teori , dan praktik ), PT. Raja Grafindo
Persada , Depok , 2018 , HIm , 133.
8 |bid, HIm 231
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sewa — menyewa alat berat yang terjadi pada 6 penyewa alat berat.
Ketidakseimbangan tersebut ialah pihak penyewa tersebut melakukan

sebuah perbuatan yang menyebabkan akibat hukum didalamnya, pihak

No I ‘ : ase | Keterangan
1 ﬂé % Sensus
A 4
v Purposive
2 aalai |
' Sampling

Nyt
>

Iy
Sumber : Data tab - Q ““‘ | ”
Berdasarkan tabel diatas p ambil 100% pemilik alat berat dan
20% dari penyewa alat berat karena sudah mewakili dari penelitian ini dari data
yang aktif dalam melakukan perjanjian sewa — menyewa, maka dari jumlah
keseluruhan populasi dijadikan responden dan penulis membuatnya dengan teknik

Puposive Sampling, karena peneliti menentukan pengambilan sampel dengan

menentukan karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga bisa
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menjawab permasalahan penelitian , oleh karena dengan jumlah populasi dalam
penelitian ini yang relative sedikit.

4, Sumber data

rorar
ii. _Penyelesaian atas terjz % et 'C\V.Putra Ladon di
) AL = o

peniliti tidak

literature yang

yang menyewakan dan pihak penyewa pada CV.Putra ladon yang harus
disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.
6. Analisis data
Data yang diperoleh peniliti dari wawancara kemudian diklasifikasikan

menurut masalah pokok, kemudian dilakukan pengolahan data berdasarkan hasil

dari wawancara kemudian di uraikan dalam kalimat serta peraturan perundang-
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perundangan yang berlaku dan mengambil kesimpulan dengan metode deduktif

yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum ke hal yang khusus.

7. Metode penarikan kesimpulan

49 Syafrinaldi,Buku Panduan Penulisan Skripsi, UIR Pres , Pekanbaru, 2014, Him ,14.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A Tinjauan Umum Perjanjian

1. ech, dz enghant esia digunakan istilah

Ida Bagus Wyasa Putra memiliki pendapat bahwa perjanjian dan kontrak
ialah isittilah yang sama. la juga menuturkan bahwa istilah dari kontrak ialah
istilah serapan dari kosa kata bahasa inggris,contract, yakni suatu istilah yang

merujuk kepada kesapakatan, yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis dan

%0 Tjiitrosudibio , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta : Pradnya Paramita ,2001 him

23

1 R.Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan ( Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum), Jakarta, Sinar
Grafika,2010,HIm 3
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yang dibuat dua orang atau lebih guna mengatur ikatan dan materi ikatan komersil

diantara mereka®. Sementara istilah perjanjian berasal dari bahasa Indonesia yang

mana dipergunakan sebagai pedanan dari istilah perikatan yang lahir dari

perjanjian Hukum Perdata Internasional merupakan suatu persetujuan antara dua
orang atau lebih berisi janji-janji secara timbal balik yang di akui oleh hukum,

atau pelaksanaannya diakui sebagai kewajiban hukum dan mempunyai unsur

52 |da Bagus Wyasa Putra, Hukum Kontrak International The Law Of International Contract,
Bandung,Refika Aditama, 2017 HIm 1

3 Ibid,HIm 2

% 1bid hlm 3

%5 Ibid him 24
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asing. Unsur asing yang di maksud adalah subjeknya atau objek yang di

perjanjikan atau sistem hukumnya®®

b. Jenis-Jenis Perjanjian

adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk mengingkari suatu perjanjian.
Kitab undang-undang hukum perdata membedakan dengan jelas antar
perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang.

Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memenag kehendaki oleh

% Umar Said Sugianto. Penghantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2014 , him 303
57 Trianash, T. (2015, november 6). Retrieved januari 20, 2020, from
http;/titintrianash.blogspot.co.id
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para pihak, karena memang perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan yaitu

persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan

akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak

hukum perdata dan dagang, misalnya pinjam pakai, pertanggungan,
penitipan barang).
e. Perjanjian tidak bernama adalah yang tidak diatur dalam KUH Perdata,

namun terdapat di masyarakat, misalnya perjanjian keagenan, perjanjian

58 Suharnoko, 2004 him 342
59 |bid hIm him 343
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distributor, perjanjian pembiayaan, seperti sewa guna usaha/leasing,
anjak piutang, modal ventura, kartu kredit, dan lain-lain.

f. Perjanjian campuran (contractus sui genetis), yaitu perjanjian yang

sesudah terjadinya

itu di namakan

J. Perjanjian yang sifatnya istimewa, yaitu sebagai berikut:
1) Perjanjian liberator, yakni perjanjian para pihak yang membebaskan
diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (Pasal
1438 KUH Perdata).
2) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian antar para pihak untuk

menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

32



3) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya di

kuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai

penguasa/pemerintah

~
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o |
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& =
= g
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= 5
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= =
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o
=
% Z
E‘:
Ei‘"
ﬂ.-
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sebutkan kategori objek perjanjian adala
1) Objek yang akanada ( kecuali warisan ), apabila dapat dihitung dan

jenisnya dapat ditentukan

60 Raharjo , Buku Pintar Jual Beli Sewa-Menyewa,2010, hal 15
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2) Objek yang bisa diperjual-belikan ( untuk kepentingan umum

barang- barang yang digunakan itu tidak bisa menjadi objek

perjanjian ).

ni adalah isi

dan tujuan pe SE ihuat, imal halal yaitu tidak

bertentan

suatu perjanjian,

atau pilar dari

perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengertian ini menunjukkan bahwa KUHPerdata memberi kebebasan pada
para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun. Hal ini dapat

dimengerti karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, para pihak diberi

61 Saliman. (1996). Hukum Bisnis Perusahaan . Jakarta: PT. Intermasa. HIm 19
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peluang untuk membuat perjanjian apa saja sesuai dengan kesepakatan bersama.

Asas kebebasan berkontrak ini dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam

pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam

diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 BW).
Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak secara bebas,

tetapi kontrak harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya

62 |bid, HIm 20
83 1bid, HIm 20
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perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut pasal 1320 BW maupun syarat

khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu®*

b. Asas konsensualisme (kesepakatan)

yaitu perjanj diharus 1l @9 perdamaian atau

dengan akta

belah pihak [pasal 1338 (2)] &’
Kebebasan yang diberikan kepada semua orang untuk melakukan
hubungan dengan siapapun, tentang hal apa saja serta dimanapun, dapat kita

pedomani ketentuan “pasal 1338 B.W yang berbunyi semua persetujuan yang

& Ibid,HIm 21
6 Ibid, HIm 21
% Ibid, HIm 22
67 1bid, HIm 23
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dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selain kesepakatan dari pihak persetujuan-persetujuan itu tidak bisa ditarik lagi

dan harus dilakukan dengan itikad baik persetujuan-persetujuan terserbut.5®

Unsur esenselia merupakan hal yang sangat utama sebagai suatu syarat
dan tidak boleh di abaikan dan harus di ikutkan. Prestasi harus terkandung
didalam suatu perjanjian. Hal inilah yang dapat membedakan antara suatu

perjanjian dengan perjanjian yang lainya.

8 Admiral, Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing,2018,02,397-403
89 HS, S. Pengantar Hukum Perdata Tertulis ( BW).Jakerta:Sinar Grafika ,2001, HAL 168
70 Ibid him 169
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Unsur esenselia merupakan unsur yang sangat berpengaruh karena
unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dalam

suatu perjanjian.

maka unsur na 1 Wajih i ':' ~ ian ‘i yangkut suatu

keadaan.”?

kepada keinginan kedua belah pihak, merasa perlu untuk memuat ataukah tidak.”

Selain itu unsur aksidentalia merupakan unsur pelengkap dalam suatu
perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara
menyimpang oleh kedua belah pihak, sesuai dengan kehendak kedua belah pihak

yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh

7 1bid, HIm 170
72 Ibid, HIm 170
73 1bid, HIm 171
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kedua belah pihak. Jadi unsur aksidentalia ini lebih menyangkut mengenai factor

pelengkap dari unsur essenselia dan naturalia.’”

Dan didalam KUHperdata juga menjelaskan beberapa unsur yang terdapat

ditarik beberapa unsur utama dari pengertian tersebut,unsur-unsur tersebut dapat
ditarik dari :

1. Kata sepakat dari kedua belah pihak atau lebih

4 Ibid, HIm 172

75 Pasal 1313 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

76 [rawan Soerodjo, Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Buil, Operate dan
Transfer(BOT) Atas Tanah Pengaturan,Karakteristik dan Praktek, Yogyakarta,Laksbang
Pressindo,2016 HIm 14

77 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,
Jakarta,Kencana,2010 HIm 16
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Maksud dari unsur ini ialah suatu perjanjian tersebut hanya biasa

muncul apabila adanya kerja sama dari dua pihak atau lebih ataupun perjanjian

yang berbentuk dari perilaku beberapa orang.”®

ataupun timbal balik atas itu
Maksudnya ialah akibat hukum dari adanya sebuah perjanjian
hanyalah dapat mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak bisa mengikat

pihak ketiga. Hal tersebut ialah asas umum dari hukum kontrak dan juga dimuat

78 Herlie Budiono, Op.Cit HIm 5
72 1bid, HIm 6
80 1bid, HIm 7
81 1bid,HIm 7
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dalam pasal 1315 KUHperdata jo pasal 1340 KUHperdata yang menyebut bahwa

“suatu perjanjian hanyalah mengikat para pihak yang membuatnya saja”. 8

5. Dibuat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan

. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau
penitipan.
Pemenuhan kesepakatan atau prestasi dalam suatu kesepakatan

seharusnya dilakukan secara dengan hal yang telah disepakati termasuk

82 Ibid,HIm 8

83 Mahadi. . Hukum Sebagai Sarana Mensejahterakan Masyarakat. Medan: USU pers. 1985 him
26

84 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1381 Tentang Beberapa Hapusnya Perikatan
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juga dalam waktu pembayarannya, akan tetapi tidak menutup
kemungkinan kesepakatan atau prestasi tersebut dapat terpenuhi

sebelum waktu yang disepakati. Panawaran dan penerimaan pemenuhan

menyebabkan te /a ! an utang yang mengakhiri
perjanjian itu.
Karena pembebasan utangnya

Pembebasan utang dapat muncul akibat adanya kerelaan dari pihak
kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang,

maka dari itu debitur bebas dari kewajiban untuk membayar utang,
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maka hal yang telah disepakati dalam kesepakatan kedua belah pihak
telah berakhir.

g. Karena musnahnya barang yang terutang

n ng yaitu barang yang

‘ ““!\“ .Q@ ebut telah

engakibatkkan
uat perjanjian

tu tidak cakap

i. Karena berlakunya suatu syarat batal
Pada pasal 1265 KUHPerdata diatur kemungkinan terjadinya
pembatalan perjanjian oleh karena terpenuhinya syarat batal yang
disepakati dalam perjanjian.

J. Karena lewatnnya waktu
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Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu
(daluarsa) perjanjian.

Adapun sebab yang lain suatu perjanjian yang sudah dibuat namun

dimaksud eadaan memaksa A as dapat kita lihat

adanya beberapa dari ach atau keadaan memat tar lain:
S -

a&n naksudkan diatas sehingga
<z

“:@rﬁ' ari pihak debitur terhadap

erdapat dua macam ukuran:®

dapat dipergunakan " ‘ ‘

kewajiban membayar ganti rug

a) Ukuran objektif, yaitu didasarkan kepada ukuran yang normal dalam
keadaan demikian apakah orang itu dapat melakukan kewajiban atau

tidak.

8 Meliala, A. S. Pokok-pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya. Yogyakarta: Liberty.
1985 him 28

8 1bid hlm 29
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b) Ukuran subjektif, yaitu didasarkan kepada keadaan dari debitur dengan
menghubungkan pengorbanan yang harus diderita oleh debitur apabila

harus melakukan prestasi itu.

diaya, rugi dan

i diwajibkan,

memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada
pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana
dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah pihak.
Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.

Adapaun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan

8 Nindyo Pramon, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003 him 21
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kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi

seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam

keadaan yang memaksa®,

kesimpang ¢ . g eStas a beberapa sarjana

yang telah memp : St " EL . pendapat pengertian

kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :*
1. tidak dapat melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukanya.
2. melaksanakan apa yang telah di perjanjikanya, tetapi tidak

sebagiamana yang di perjanjikan.

8 |bid, HIm 22

8 Ibid, HIm 22

%0 'Wirjono Prodjokiro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, P.T Bale, Bandung, 1986,,him 17
91 R.Subekti, Hukum Perjanjian, Praditya Paramitra, Jakarta. 1987, him 50
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3. Melakukan apa yang di perjanjikan tapi terlambat

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjanjian tidak dapat

dilakukan.

Mariam Daruz Badrulzaman, mengatakan bahwa apabila debitur “ karena
kesalahanya” tidak melaksanakan apa yang di perjanjikan, maka debitur itu
wanpresatasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, karena debitu
tidak melaksanakan prestasi sama sekali bukan karena kesalahanya.

Menurut M.Yahya Harahap , wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai
pelaksana kewajiban yang tidak tepat pada waktu atau dilaksanakan tidak
selayaknya. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau
tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah
mereka buat, maka yang telah melanggar perjanjian tersebut melakukan perbuatan
wanprestasi. Dari penjelasan-tersebut dapat diketahui maksud wanprestasi adalah
mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan bahwa . tidak memberikan
wanprestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan wanprestasi
tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.®

Prestasi merupakan sebuah esensi dari suatu perikatan. Apabila esensi ini
tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi
itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut di penuhi oleh debitur maka
harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut yaitu :%

1. Harus sudah tertentu atau dapat di tentukan

2. Harus mungkin

92 Mariam Daruz Badrulzman, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Alumni: Bandung 1982 Him 60
% M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni; Bandung, 1982 him 60
% Abddulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni Bandung, 1993 him 17
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3. Harus diperbolehkan ( halal )

4. Harus ada manfaatnya bagi kreditur

5. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetatan perbuatan

pihak tidak dapat terpenuhi suatu perjanjian at K terf a suatu prestasi
yang telah disepakati ole a pi Jika sa att ¢'tidak melakukan
prestasinya atau tidak melak: Wa njian yang telah

dibuat dan d

dikatatakan debitur terse anprestasi. Kreditur ataupun juru
sita. minimal melakukan : 3 kali. Apabila somasi tidak
diindahkanya, maka kreditur berhak membawa persoalan kedalam pengadilan atau
menempuh jalur hukum.%’,

a) Macam — Macam Wanprestasi

% 1bid,HIm 17
% 1bid, HIm 18
%7 Ibid, HIm 18
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Menurut ketentuan pasal 1234 KUHperdata, tiap-tiap perikatan adalah

untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat

sesuatu. ®®Maka dari itu wujud prestasi adalah sebagai berikut

harus menerimanya. Penyerahan pada pasal ini dapat berupa penyerahan nyata
maupun penyerahan yuridis.1®
2. Berbuat sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan

seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah

%8 Pasal 1234 KUHperdata
9 J.Satrio, Hukum Perikatan, Alumni,Bandung,1999,HIm 84
100 1hid, HIm 85
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melakukan perbuatan tertentu'®!. Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harush
mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab

atas perbuatanya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang di perjanjikan oleh para

Tidak berbu atu dala : lakukan suatu
perbuatan adalah tidak
melakukan yang bersifat
aktif, tetap dapat berupa

tidakberbu Disini bila ada

a. Debitur tidak memenuhi sama sekali
Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya
untuk di penuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang di

tetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karna undang-undang.

101 Abdulkadir Muhammad,Op.Cit HIm 19
121hit,him 20

103 1hid him 21

104 J, Satrio Op.Cit HIm 52
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b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah di

perjanjikan atau yang di tentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana

perjanjian tidak dipenuhi. Sub g N tel iatasdengan

“melakukan ses

Dala anaan isi perjanjian sebagaimana lah ditentukan

dalam suatu perjanjian ya 1 ara i' : i oleh pihak yang

di bebani kewsa - i ebut. J a suatu prestasi atau

menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat
atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat di persalahakan kepadanya.
Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada

saat peristiwa itu terjadi®®

105 J, Satrio, Op.Cit hlm 90
106 1bid,HIm 91
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Kerugian itu di persalahkan kepadanya ( debitur ) jika ada unsuur
kesengajaan yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat di

pertanggungjawabkan kepadanya.kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu

sebagai orang

2 5

waaarnatd
n
=

s 3 5
D .
o §
<
QD
o]
@
«
5
=3
D
=

gian tersebut.
at menghindari “ (
dapat ber

kerugian).!

dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keaadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.
Dalam hukum anglo saxon keadaan memaksa ini dilukiskan dengan isitilah

frustration yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang diluar

197 |bid,HIm 91
108 1hid,HIm 92
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tanggung jawab pihak —pihak yang membuat perikatan itu tidak dapat
dilaksanakan sama sekali. 1%°

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena

yang me : obje : pe Kerugian total.
Sedangkan Kkeac emaksa Ya o ebitur memenuhi
prestasi itu fat sementz : s : | r yang terdapat

dalam keada

membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan

karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

103 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit HIm 27
110 1bid,HIm 28
11 1bid,HIm 28
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Ada 4 unsur yang menyebabkan debitur untuk tidak melakukan
penggantian biaya, kerugian,dan bunga karena overmacht atau keadaan memaksa

antara lain :112

n akibat yang

berbeda, dima : at ada ; arus lebih banyak

mengganti ari akiba ‘- aia L ] enga bahwa seseorang

melakukan prestasi s perjanjian a :h' dano nudah karena sering

sekali juga tida j 3 - hak diwajibkan

melakukan i oerjanjikan. Uk prestasi debitur
r'd’

dalam perjanjian ya - Iat nud ditentukan sejak

sesuatu, apabila batas waktunya telah ditentukan dalam perjanjian, maka menurut
pasal 1238 KUHperdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan
lewatnya batas waktu tersebut, dan apabila tidak ditentukan mengenai batas

waktunya untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi diperlukan

surat peringatan tertulis dari kreditur yang berikan kepada kreditur, surat

112 |bid , HIm 29
113 1bid,HIm 29
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peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan

somasitl*,

c) Pengertian Tentang somasi

teguran dari si | ﬁé -
memenuhi prestasi Qq . yang.di sepakati oleh para pihak.
Berikut adalah cara melakuke

1) Debitur keliru dalam melakukan pretasi.

2) Debitur melakukan prestasi dilain hari, tidak sesuai dengan hari yang di

sudah disepakti didalam perjanjian.

114 Ibid,HIm 30

115 Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar
Grafika,Jakarta.2008,hIm 99

116 1hid,HIm 100

17 Salim H,S, Op,cit him 96
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nery we[sy sej

3) Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur terang-terangan menolak

memberikan prestasi.

d) Macam —Macam Somasi

apabila._s gebreke ste 1 be am bentuk,

seperti

membebaskan diri dari kewajibanya memberikan kontra prestasi
dengan menggunakan pasal 1266 KUHperdata.
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa-Menyewa

a. Pengertian Sewa-Menyewa

118 Pasal 1238 KUHperdata
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Berdasarkan “ pasal 1548 kitab undang-undang hukum perdata sewa-

menyewa adalah suatu perjanjiam dengan pihak yang satu saling mengikatkan

dirinya untuk memberikan kepada pihak lainya kenikmatan suatu barang, selama

S

o

menyewa terdaps ap : -'L:h_ me
menyewa di mar ; : : : ‘11’ erbunyi: “pihak
Pl

g g enyatakan hendak
& y

memakai sendiri bz ) di sews ika telah diperjanjikan

sebaliknya”. Pase q akai terhadap perjanjian

Didalam sebuah sewa- menyewa para pihak memliki sebuah
kewajiban, kewajiban para pihak tersebut adalah sebagai berikut!2

1. Adapun kewajiban pihak yang menyewakan antara lain sebagai berikut

119 Raharjo, Buku Pintar Transaksi Jual Beli Dan Sewa-Menyewa, 2010, hal 24
120 1hid him 25
121 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1579 Tentang Sewa-Menyewa
122 |bid him 25
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2. Adapun kews ..ﬁ
Q

a. Pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan barang yang
disewa kepada penyewa.

b. Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban menjada dan merawat

ehingga ba apat digunakan untuk

N P ISR\ by 'o.‘
- o
'A

a. Penyewa harus paik dan benar barang yang

disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan

b. Penyewa memiliki kewajiban membayar uang sewa sesuai dengan
jangka waktu yang telah ditentukan

c. Penyewa harus melakukan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-sehari.

123 1bid,HIm 26
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Meskipun sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensual , tetapi sewa

dibedakan oleh UU yaitu antara sewa tertulis dan sewa tidak tertulis atau lisan.

Yang dimana apabila sewa itu tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum (

Terdapat d secara tulisan,

maka sewa kan telah telah

c. Macam-Macam Sewa-Menyewa

Akad sewa menyewa di bagi kepada dua macam menurut objek sewanya,

yaitu:126

124 Raharjo Op,cit him 27

125 Buana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Palembang,PT,Masmedis Buana,2016 HIm
325

126 Ahmad Wardi Musclish, Figih Muamalah, Jakarta.Amzah.2010,HIm 329
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berikut:*%’

a. Bersifat manfaat, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat di sebut

juga sewa menyewa objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

b. Bersifat pekerjaan (jasa) yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerja

Didala

natnanwaney

a.
dan tidak boleh
: ’6 arat yang biasanya

c. Unsur aksidentalia

merupakan unsur pelengkap suatu perjanjian yaitu ketentuan- ketentuan
yang dapat diatur secara menyimpang oleh kedua belah pihak, sesuai
dengan kehendak kedua belah pihak yang merupakan persyaratan

khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

127 Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancang Kontrak, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2010
Him 31
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Unsur esensialia merupakan unsur yang paling penting karena dapat
menentukan unsur naturalia dan aksidentalia. Selain itu, unsur esensialia

merupakan unsur pokok yang harus ada di dalam setiap perjanjian. Apabila suatu

yang berlak

pasti sepert

Dida

2. Alat-alat pengolahan, kecuali apa yang nanti akan dibicarakan dalam

pasal 510

128 hitps://media.neliti.com/media/publications/242256-kedudukan-perjanjian-sewa-menyewa-
tanah-6¢6f2d9f.pdf )

129 Buana ,Op,cit, hal 149

130 1hid,HIm 150
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3. Perpohonan dan tumbuhan dikebun, yang akarnya tertimbun didalam
tanah seperti batu bara,sampah bara, dan sebagainya, selama benda-

benda tersebut masih dalam tanah

[
t

g
o
"]
00k
[

3. Dalam kepemilikan tanah: tumpukan gemuk yang digunakan
membajak tanah, ikan yang terdapat didalam kolam.
4. Bahan pembanguna gedung berasal dari gedung yang sudah dirombak,

jika di gunakan untuk pembangunan gedung.

131 1bid,HIm 151
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Didalam pasal 509 Kitab Undan-Undang Hukum Perdata tentang kebendaan
bergerak mengatakan bahwa kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan

yang dapat dipindahkan atau berpindah. Yang termasuk dalam kebendaan bergeral

ambang berat yang  berjenis

wh)
L1 ) ) ..‘
&gﬁﬁﬁhs ISL4p, 'y

barang yang.di ke m aitu pihak yang
menyewaka 1, IT : an untuk memikul

kerugian yang erjao ar kesalahan salah

diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut
gugur demi hukum. Pengertian dari “musnah” disini berarti barang yang menjadi
obyek perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai mana
mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdata yang menyatakan jika

132 |bid him 152
133 hitps://suduthukum.com/2017/07/resiko-dalam-sewa-menyewa.html .
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selama waktu sewa menyewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena

suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi

hukum.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain,maupun makhluk hidup lain dan tidak untukdiperdagangkan.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
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Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik

mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat
yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian

yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
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11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas

menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan

konsumen.

saha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha;

6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

C. Gambaran Umum Tentang CV. PUTRA LADON
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a. Sejarah Berdirinya CV.Putra Ladon

CV. Putra Ladon terletak pada Kabupaten Pelalawan Kecamatan

Bandar Petalangan Kota.Sorek Desa Lubuk Trap antara. Berdasarkan akta notaris

Nomor AHU-G ber 2015 .CV.
Putra L JUSMAN,
SH,M.K ’ drik s yang
bertempat an kantor CV

harapkan dapat tercapainya cita-cita
perusahaan?®.
CV.Putra Ladon meneta DM sesuai dengan kompetensi yang

mereka miliki, menciptakan lingkungan dan hubungan industrial yang harmonis,

serta saling memotivasi untuk memberi hasil kerja terbaik bagi pengguna jasa dan

134 Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti Lakukan di Kecamatan Bandar Petalangan Terhadap
Pemilik Alat Berat Pada ( Pertanyaan No 1Tentang Sejak Tahun Berapakah CV.Putra Ladon
Berdiri ?)

135 Berdasarkan Akta Notaris CV.Putra Ladon
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perusahaan. Bagi CV.Putra Ladon, SDM merupakan Asset utama perusahaan

serta merupakan bagian penting untuk mendukung suksesnya setiap pekerjaan.

B. Visi dan Misi CV.Putra Ladon

ara pengguna jasa

mengutamakan

komanditer merupakan suatu firma yang mempunyai suatu orang atau lebih

sekutu komanditer.138

136 |bid

137 Berdasarkan Hasil Wawancara Yang Penliti Lakukan di Kecamatan Bandar Petalangan
Terhadap Pemilik Alat Berat Pada ( Pertanyaan No.2 Tentang Bagaimana Visi dan Misi CV.Putra
Ladon Untuk Memajukan Perusahaan ini ?')

138 Murnir Fuady. Penghantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2008 HIm 44
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Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk perusahaan
bukan badan hukum. Persekutuan komanditer disebut dengan Commanditaire

Vennootschap yang sering disingkat dengan CV. Dalam Pasal 19 KUHD

pihak lain. Te a be ) merupakan bentuk
kombinasi antar seroan terbatas de * d’ rena suatu CV

memiliki ka

persekutuan komandite eratur secara jelas mengenai Syarat
pembentukan dan juga pendirian.
2. Persekutuan komanditer memiliki 2 macam sekutu yang mana dari

masing-masing sekutu memiliki fungsi,tugas,dan tanggung jawab yang

139 1bid,HIm 43
140 Asyhadie. Hukum Bisnis dan Pelaksanaanya di Indonesia. Jakarta : PT.Raja Grafindo
Persada,2006 HIm 40
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berbeda, sedangkan didalam firma hanya memiliki satu macam sekutu

saja.

3. Sekutu dalam firma memilik tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan

=4
g

o

-
d‘l :

merupakan sekutu yang

didalam mengurus persekutuan.

2. Sekutu komanditer, yang dimana pada sekutu komanditer merupakan

kebalikanya dari sekutu komplaminter yaitu tidak ikut dalam mengurus

persekutuan,

Terdapat didalam “ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19 yaitu :

Perseoan secara melepas uang yang juga di namakan perseroan komanditer,

141 1bid him 41
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didirikan diantara satu atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung

bertanggung jawab seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai

pelepas uang pada pihak lain. Dengan begitu dapatlah terjadi suatu perseroan itu

a. Macam- Macam Alat Berat
Berikut adalah macam-macam alat berat :14°

a. Excavator

142 1bid, HIm 41

143 Rostiyanti, Alat Berat Untuk Kontruksi, Rineka Cipta, Jakarta,2002, HIm 3

144 lbid, HIm 4

145 Rochmanhadi, Alat-Alat Berat dan Penggunanya. Penerbit Departemen Pekerja Umum,
Jakarta, 1992, HIm 221-223
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Excavator sering disebut dengan backhoe yang termasuk kedalam alat
berat penggali hidrolis yang memilik bucket didepanya dan memiliki

roda yang berbentuk rantai. Backhoe melakukan pengerjaan dengan

dengan Ecavator.
b. Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Produksi Alat Berat
Kemampuan alat dalam manghasilkan produksi sangat dipengaruhi oleh
berbagai faktor. Ketelitian dalam menentukan faktor — faktor yang mempengaruhi
kemampuan produksi alat akan memberikan nilai atas faktor-faktor tersebut.

Diantaranya yakni akan menghasilkan ketepatan perhitungan produksi peralatan
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sekaligus memberikan ketepatan waktu penyelesaian dan ketepatan biaya

produksi . Berikut merupakan faktor-faktor tersebut:14®

a. Faktor Kondisi Peralatan

196 Rochmandi. Op.Cit HIm 26
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BAB Il1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Pada CV.Putra

penandat

suatu perja kontrak yang

EVE

dibuat. Piri anjian,asas dari

perjanjian s

berat pada

Arnaan

Bandar

perundingan atau kesepahaman awal sebelum memasuki kontrak yang
sebenarnya. Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut
sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau preliminary
negotiation, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam

uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka

mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah
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satu pihak begitu percaya dan menaruh pengaharapan terhadap janji-janji
diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan
buntu dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan
mengenai fees,royalitis,atau jangka waktu lisensi,maka tidak dapat dituntut ganti
rugi atas segala biaya,investasi yang telah dikeluarkan oleh rekan bisnisnya.

Pada pelaksanaan perjanjian kefja sama sewa-menyewa alat berat pada
CV.Putra 'Ladon dengan petani di jalan Lintas Timur, Kecamatan Bandar
Petalangan, dilakukan dengan perjanjian tertulis.

CV.Putra Ladon menggunakan perjanjian sewa-menyewa tertulis,
karena memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak yang
membuatnya. Perjanjian sewa-menyewa dibuat secara tertulis dapat membantu
proses pembuktian apabila terjadi perselisihan diantara para pihak yang
membuatnya, maka perjanjian sewa-menyewanya yang dibuatsecara tertulis dapat
berakhir secara hukum apabila terdapat pelanggaran didalamnya’*’.

Dalam penelitian ini pihak penyewa mendatangi kediaman CV.Putra
ladon, kedatangan penyewa untuk melakukan penyewaan alat berat kepada
CV.Putra Ladon dengan jenis alat berat yaitu-Excavator, untuk melakukan proyek
pembukaan lahan pertanian yang akan ditanami kelapa sawit oleh penyewa.

CV.Putra Ladon memberikan surat keterangan perjanjian kepada
penyewa, yang berisi beberapa peraturan perjanjian dalam sewa-menyewa alat
berat, agar tidak terjadi kesalahpahaman saat pelaksanaan sewa-menyewa alat

berat. Yang didalam perjanjian kontrak tersebut, berisikan peraturan

147 Berdasarkan hasil wawancara Yang Peneliti Lakukan Dikecamatan Bandar Petalangan
Terhadap Pemilik Alat Pada ( Pertanyaan No 3 Tentang Dalam Bentuk Perjanjian
apa yang CV.Putra Ladon Lakukan Dengan Konsumen )
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pembayaran,biaya mobilisasi biaya kontraktor, dan pertanggung jawaban dari
pihak pemilik dan penyewa alat berat. Dari surat perjanjian yang dibuat oleh

CV.Putra Ladon diketahui pertanggung jawaban dari kedua belah pihak tersebut

SRR

e
.
%
’

i
X

2. Adapun kelebihan dari jam kerja yang telah disebutkan diatas, maka
akan di perhitungkan sebagai kerja lembur, dimana hitungan kelebihan

dari jam kerja tersebut, dikenakan harga sebesar Rp.200.000 perjam.

148 Berdsarkan hasil Wawancara Yang Peneliti Lakukan DiKecamatan Bandar Petalangan
Terhadap Pemilik Alat Pada( Pertanyaan 4 Tentang Berapakah Biaya Sewa
Perjamnya 1 Alat Berat )

149 |bid
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Peraturan pembayaran dalam penyewaan alat berat ada beberapa yang
disebutkan dalam pasal 6-7 yaitu sebagai berikut :**

1. Pihak kedua akan melakukan pembayaran renthal alat didepan (

o

o
"’

dan apabila kerja mulai dari jam 1 siang sampai sore jam 5 maka jam
alat akan dihitung sebanyak 7 jam kerja.
b. Kontrak
Kontrak merupakan suatu perjanjian tertulis, yang berarti kontrak

dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari sebuah perjanjian.

130 1hid
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Perjanjian di berlakukan karena terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak
dengan cara bernegosiasi dirumuskan kedalam klausul-klausul yang terdapat
dalam perjanjian tersebut. Dalam skala yang lebih luas kontak merupakan sebuah
kesepakatan antara dua pthak yang menjalin. didalam perjanjian tersebut. Jadi pada
dasarnya kontrak terdapat sebuah hubungan kedua belah pihak, yang dimana
berisi perjanjian yang di terbitkan bagi yang membuatnya. >

Pada kontrak, terdapat juga pengertian mengenai hukum kontrak. Hukum
kontrak merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu contract off law. Hukum
kontrak itu sendiri merupakan peraturan hukum dalam masyarakat atau
serangkaian kaidah hukum yang mengatur ' berbagal persetujuan sehingga
menimbulkan -hubungan hukum antara para pihak didasari-oleh kesepakatan
sehingga timbulnya akibat hukum antara pembuat kontrak tersebut.>

Definisi hukum_kontrak menurut para, ahli yang memiliki pandangan
mengenai hukum kontrak sangat banyak, salah satunya menurut Salim H.S yaitu
definisi mengenai ~kontak atau perjanjian merupakan hukum mengenai
keseluruhan antara kedua belah pihak yang saling. berhubungan yang tertuang
keinginan kedua belah pihak yang ada pada dokumen tertulis agar tercapainya
suatu tujuan tertentu. Hukum kontrak juga disebut hukum pelengkap. Jika para
pihak tidak melakukan pengaturan sendri pada perjanjian yang dibuat maka

disinilah peran dari pasal yang ada pada hukum kontrak.>

151 R.Subekti Hukum Perjanjian, cet 10, Jakarta : PT.Intermasa.2012 HIm 82
152 Meriana Utama dan Arfiana Novera. Dasarr- Dasar Hukum Kontrak dan

Arbitrase,cet.|.Malang: PT.Tunggal Mandiri. 2014 him 5
153 Salim H.S. Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika 2011 HIm 82
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Pada penelitian ini, dapat diketahui hasil dari rundingan dari kedua belah
pihak yang telah melakukan kesepakatan. Yang maan kesepakatan kontrak yang

dilakukan pihak pada pihak CV.Putra Ladon dengan seorang petani sebagai

berikut :1%*

telah membayar uang muka sewa alat berat sebesar Rp. 30.000.000,-

(tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa setelah dikalkulasikan rp. 72.000.000 — Rp. 30.000.000 - Rp.
5.000.000, maka sisa pembayaran yang harus dibayar oleh pihak kedua

sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tuujuh juta rupiah).

154 Berdasarkan hasil Wawancara Yang Peneliti Lakukan Di Kecamatan Bandar Petalangan
terhadap Pemilik Alat Berat berdasarkan Kontrak Pada Pertanyaan
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7. Perhitungan biaya sewa akan didasarkan pada saat alat tiba dan mulai

bekerja di pihak kedua dan untuk hari ataupun jam kerja dimana alat

sama sekali tidak dapat bekerja yang diakibatkan karena diluar

dan keefektifan dari suatu pertanian.
2. Factor sumber daya alam yakni bahan-bahan yang dari alam yang
dibutuhkan dalam proses pertanian sawit, seperti bibit sawit, air, postur

tanah untuk yang ditanam.

155 Rosiyanti, Alat Berat Untuk Kontruksi,2002 Jurnal STIE Semarang , Vol 4, No 2,Edisi Juni
2012 ISSN:2252-7826)
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3. Factor berikutnya alat-alat yang digunakan untuk proses pembukaan lahan,
pembukaan lahan akan sulit dilakukan tanpa alat yang sesuai dengan

pengerjaan yang di lakukan. Terlebih lagi dalam pembukaan lahan yang

Excavator. a - 3 A suk kedalam alat
berat peng § :) i g emiliki roda yang
berbetuk ra , ""-" _- e an Ce enggerakan bucket

kearah bawa

pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa alat berat berjalan baik itu dari pihak
pemilik alat berat maupun penyewa alat berat.
1. Pemilik alat berat
Didalam pelaksanaanya perjanjian sewa-menyewa alat berat, tentunya
tidak selalu mulus dan pasti bakal ada permasalahan yang terjadi. Namun didalam

penyewaan alat berat yang dilakukan CV.Putra Ladon dengan seorang petani yang
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tercatat pada kontrak perjanjian yang telah dibuat yaitu pada tanggal 2 januari

2020 terdapat pernasalahan terjadi.

Didalam perjanjian sewa-menyewa tentu adanya kewajiban harus di

menjaga dan

memberikan

selama waktu

walaupun pihak yang menyewakan tidak mengetahui saat
perjanjian dibuat
6. Pihak yang menyewakan berkewajiban mengganti kerugian jika

cacat tersebut mengakibatkan kerugian kepada si penyewa.

156 Berdasarkan Hasil Wawancara Yang Peneliti Lakukan di Kecamatan Bandar Petalangan
Terhadap Pemilik Alat berat Berdasarkan Pertanyaan No 9 ( Tentang Bagaimana Kewajiban Yang
Harus Di Lakukan Oleh Pemilik Alat Berat dan Penyewa alat Berat )
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Berikut beberapa kendala yang terjadi disaat pelaksanaan sewa-menyewa

alat berat dari pihak pemilik alat berat.*>’

1. Bahwasanya medan perjalanan alat berat menuju tempat lokasi pihak

\l

. Setelah itu pihak penyewa tidak lagi membayar dan selalu mengingkari
janjinya, padahal pekerjan sudah selesai

8. Bahwa setelah dihubungin teus menerus dan diminta membayar sisa

sewa. Pada tanggal 1 april 2020 pihak penyewa mengangsur sisa

pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,-

157 Berdasarkan Hasil Wawancara Yang Peniliti Lakukan di Kecamatan Bandar Petalangan
Terhadap Pemilik Alat Berat Berdasarkan Pertanyaan No 7( Tentang Semenjak CV.Putra Ladon
Beroprasi Adakah Permasalahan Yang Terjadi )
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9. Bahwa setelah dikalkulasikan Rp. 72.000,000 -  30.000,000 —

5.000,000, maka sisa yang harus dibayarkan saudara mulyadi sebesar

Rp. 37.000,000.

kecil yang biasa terjadi sehari-hari atas barang yang disewakan.
4. Pihak penyewa bertanggung jawab atas barang yang disewanya
kecuali apabila penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan

tersebut terjadi diluar kesalahan penyewa.

158 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1560 Tentang Kewajiban Penyewa
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Menurut penyewa alat berat, disaat pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa
berlangsung, terdapat beberapa kendala yang terjadi pada saat berada di penyewa

berikut beberapa kendala yang terjadi disaat perjanjian sewa-menyewa tersebut

ahan jam kerja,

secara bersama

Dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHperdata ditegaskan bahwa”
perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang
membuatnya sebagai undang-undang diantara mereka”. Persetujuan itu tidak

dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian,

159 Berdasarkan Hasil Wawancara Yang Lakukan Peneliti Dikecamatan Bandar Petalangan
Terhadap Penyewa Alat Berat Berdasarkan ( Pertanyaan No 5 Apakah Selama
Menyewa Alata Berat CV.Putra Ladon Pernah Mengalami masalah )
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kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh kedua belah

pihak, atau berdasarkan alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang. %°

sepakat. Pe ah n ik : [ d pelaksanaan
perjanjian adalah pemenuhan-hak dan kewajiba telah_di perjanjikan oleh

pihak-pihak supaya perjanj uanya. Perjanjian itu memiliki

kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Salah satu contoh dari perjanjian timbal
balik adalah perjanjian sewa-menyewa ( huur en verhuur, KUH perdata pasal
1548 dan seterusnya ) yaitu dimana perjanjian dimana pihak yang 1 ( yang

menyewakan) memberikan izin dalam waktu tertentu kepada pihak Il ( si

penyewa ) untuk menggunakan barangnya dengan kewajiban pihak 11 membayar

160 pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata
161 pasal 1320 KUHPerdata
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sejumlah uvang sewanya.” Perjanjian sewa-menyewa sama seperti perjanjian jual
beli dan perjanjian lainya pada umumnya sebab merupakan perjanjian

konsesualisme, dalam artian ia sudah mengikat saat tercapainya kesepakatan

penting dalam

LG Y

kehendak bebas,
hubungan yang
mengikat yang

an yang dibuat

tankae

untuk ;163

c. Menentukan isi perjanjian,pelaksanan,dan persyaratanya

d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis dan lisan.

162 Santri, Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang, UIR Law Review,2018,02,354-
369,https://doi.org//10.25299/uirlev.2018.vo0l2(02).2073

163 Rahdiansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang.UIR

Law Review,2018,02(02),347-353
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Hak juga dapat ditinjau dari beberapa segi,yaitu dari segi eksistensi hak
itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi

keterkaitan antara hak itu dan kehidupan masyarakat. Berikut perbedaan antara

adanya hak
um yang ada
melaksanakan
dengan orang
ain tidak boleh

dimiliki oleh

relative adalah prestasi, yaitu memberikan sesuatu, melakukan
sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Akan tetapi pada masa
sekarang yang dikategorikan sebagai benda bukan hanya barang
berwujud melainkan barang tidak berwujud, seperti kekayaan

intelektual.

164 Marzuki P.M. Pengantar IImu Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.2009 HIm 185
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Berikut adalah unsur unsur yang terdapat dalam wanprestasi adalah

.165

1. Adanya perjanjian yang sah

2. _Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan)

3. Adanya kerugian

4. Adanya sanksi,=dapat: berupa ,ganti rugi, berakibat pembatalan

perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila
masalahnya sampai pengadilan )
B. Penyelesaian Atas Terjadinya Wanprestasi pada CV.Putra Ladon di
Jalan Linta Timur Kecamatan Bandar Petalangan
Bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa dapat dibagi dalam:
alternative to adjudikasi yang terdiri atas negosiasi dan mediasi, dan alternative to
litigasi terdiri atas negosisast; mediasi dan arbitrasi
Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase da alternative
penyelesaian sengketa, pasal 1 butir 10 menyebutkan “bahwa alternative
penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat
melalui prosedur” yang "di sepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar
pengadilan dengan cara konsultasi,negosiasi,mediasi,konsiliasi, atau peniliaian
ahli 16
Apabila terjadi permasalahan saat proses sewa-menyewa alat berat, kedua
belah pihak sepakat menyelesaikan sesuai dengan surat perjanjian sewa-menyewa
alat berat pada pasal 12 yaitu
“ jika terjadi perselisihan dan kesalahpahaman dalam perjanjian ini, maka
kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dan

kekeluargaan. Dan jika tidak tercapai jalan keluar, maka kedua pihak bersepakat
untuk menyelesaikan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku”

165 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet Il, Bandung : Alumni, 1986 HIm 60
186 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa
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Berikut tindakan yang dilakukan saat terjadi permasalahan antara

CV.Putra Ladon dengan penyewa alat berat.
1. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non_litigasi adalah penyelesaian sengketa
diluar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat
digolongkan penyelesaian berkualitas tinggoi; karena sengketa yang diselesaikan
secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan
dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara nonlitigation adalah
penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat
dimenangkan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/perdamaian
secara sukarelatanpa ada yang merasa kalah. %’

Penyelesaian sengketa diluar pengedalian menghasilkan kesepakatan yang
win-win solution karena spenyelesaian sengketa diluar ‘pengadilan melalui
kesepakatan yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang
dihasilkan dapat dijaminkan kerahasian sengketa para pihak karena tidak ada
kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan di
publikasikan. Penyelesaian sengketa diluar.pengadilan ini umumnya dinamkan
Alternative Dispute Resolution ( ADR ).1%8

Alternative Dispute Resolution ( ADR ) merupakan isitilah pertama kali
muncul dinegara Amerika serikat. Konsep ADR merupakan jawaban atas

ketidakpuasan ( dissatisfaction) yang muncul di tengah kehidupan masyarakat di

167 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Cet | ; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka
Utama, 2004, HIm 1

168 https://media.neliti.com/media/publications/9080-1D-perbandingan-hukum-penyelesaian-

sengketa-secara-mediasi-di-pengadilan-dan-di-luar.pdf
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amerika terhadap system pengadilan. Alternative Dispute Resolution ( ADR )
sebagai penyelesai sengketa yang mampu menjembati kebutuhan masyarakat yang

mencari keadilan dalam menyelesaiakan sengketa diantara mereka.®®

at dari bebe ‘ itu sebagai berikut
Wt 'o.‘
I m&ﬂsm Ka - esaian yang

\‘é’h‘é

=

dilakukan
kepada pihak

a sebesar Rp.

\ L) &)

Rp 200.000,-

8

5. Bahwa setekah dihubungi terus menerus dan diminta untuk
membayar sewa, pada tanggal 1 april 2020 saudara mulyadi

mengangsur sisa pembayaran Rp. 5.000,000,-

189 Rachmadi Usman, “ ALtermative Dispute Resolutiom ( ADR ) di Bidang Lingkungan Hidup”
Makalah ini di Sampaikan Dalam Acara Forum Dialog tentang Alternative
Dispute Resolution (ADR) Yang Di Selaenggarakan oleh Tim Pakar Hukum
Departemen Kehakiman dan Asia Foundation, Jakarta,1995 him 1
170 Berdasarkan Hasil Wawancara Yang Peneliti di Kecamatan Bandar Petalangan Terhadap
Pemilik Alat Berat Berdasarkan ( Pertanyaan No 8 Tentang Semenjak CV.Putra
Ladon Beroprasi Adakah Permasalahan Yang Terjadi )
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6. Bahwa setelah dikalkulasikan Rp. 72.000.000, - 30.000,000-

5.000.000, maka sisa pembayaraan yang harus dibayarkan oleh

saudara mulyadi sebesar Rp 37.000,000,-

2. Bahwasanya pihak penyewa menyetujui dengan harga sewa sebesar
Rp.200.000, kepada pihak CV.Putra Ladon
3. Bahwasanya pihak penyewa sudah membayar uang sewa dimuka

sebesar Rp.30.000,000.-

171 Berdasarkan Hasil Wawancara Yang Dilakukan Peliti di Kecamatan Bandar Petalangan
Terhadap Penyewa Alat Berat Berdasarkan (Pertanyaan No 5 Tentang Apakah
Selama Menyewa Alat Berat CV.Putra Ladon Pernah Mengalami Masalah )
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4. Bahwasanya perhitungan jam kerja bbelum sesuai dengan apa yang
dikatakan pihak CV.Putra Ladon, dikarenakan belum ada perhitungan

yang tepat dari masing-masing pihak

ewa, pihak penyewa

W\“‘ .06\ . mengatakan

} mengangsur

Ja kabar untuk

membalas sms

a ada masalah

2. Litigation
Litigation artinya pengadilan . jadi nonlitigation adalah diluar pengadilan.
Sebagai bahan perbandingan, litigation ( pengadilan ), sebagian tugas besarnya
adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan atas sengketa waris,
perbuatan melawan hukum dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan

sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan ( deklaratoir ) misalnya
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penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain lain. Nonlitigasi sebagai
kebalikan dari litigasi ( argentum analogium ) adalah untuk menyelesaiakan
sengketa diluar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan
perancangan kontrak yang baik:Penyelesaian.sengketa nonlitigasi meliputi bidang
yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat
diselesaikan secara hukum.'"

Penyelesaian sengketa yang dilakukan pengadilan tentu berbeda dengan
penyelesaian ~diluar pengadilan yakni proses penyelesaian sengketa melalui
pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum
mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu keputusan
win lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, disatu
pihak akan merasa puas tapi dipihak lain merasa tidak puas, sehinnga dapat
menimbulkan suatu persoalan diantara para pihak yang bersengketa'”.

Didalam penelitian ini setelah pihak CVPutra Ladon sudah mencoba
menyelesaikan permasalahan melalui mediasi, namun tidak ditemukan titik terang
penyelesaian permasalhan yang terjadi, sehingga«CV.Putra Ladon melakukan
penyelesaian masalah ini melaluijalurlitigation. Berikut beberapan tahapan yang
dilakukan pihak CV.Putra Ladon dalam penyelesaian sengketa melalui jalur

litigation. 1"

172 Sudikno Mertukusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta,Liberti,1993 HIm 177

173 1bid HIm 178

174 Berdasarkan Hasil Wawancara Yang Dilakukan Penelti Di Kecamatan Bandar Petalangan
Terhadap Pemilik Alat Berat Berdasarkan Pertanyaan (No 8 Tentang Bagaiman
Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Apakah CV.Putra Ladon Melakukan
Mediasi Dulu Atau Langsung Melakukan Penyelesaian Sengketa Melalui
Litigasi)
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o

. Pihak CV.Puta Ladon memberikan kuasanya kepada salah satu kantor

pengacara untuk mewakili kuasanya di pengadilan, kantor hukumnya

lalah ILHAMDI S.H,M.H. & PARTNERS

. Setekah mendapat persetujuan maka pihak penggugat/ kuasanya

membayar baiay gugatan/SKUM dikasir

\‘

. Pihak penggugat memberikan SKUM vyang di bayar kemeja 2 dan

menyimpan bukti asli untuk di arsip

0]

. Setelah itu pihak penggugat menerima tanda bukti penerimaan surat

gugatan dari meja 2
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9. Menunggu surat panggilan dari sidang pengadilan negri
10. Menghadiri sidang yang tekah dijadwalkan

Penyelesaian sengketa litigasi dan nonlitigasi, Masing-masing

e

. Penyelesaian ¢

dengan menyewa jasa dari advokad atau pengacar sehingga biaya
yang dikeluarkan lebih besar

4. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti
persyaratan-persyaratan dan prosedur-perosedur formal pengadilan

dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk penyelesaian suatu

175 Sudikno Mertokusumo. Op.Cit HIm 188
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sengketa menjadi lama. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi
tidak mempunyai persyaratan-persyaratan formal sebab bentuk dan

tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepebuhnya kepada pira

artinya
bentuk , isi da A Si ¢ nkan’ an berkontrak ini
adalah salah sa INQg Sanc i b Dan juga suatu
bentuk pe ari ke 3 bas, pa d] manusia. Pada
hakikatnyaa pe i kehendak par sngikat diri untuk

melaksanakan sesua ang diperjanjikan. Asas dakan asas bagi

a. Batal demi hukum
Yaitu tidak terpenuhnya syarat objektif (pasal 1320 KUHperdata )

1. Perihal tertentu

176Selvi Harvia, S. Hukum Asuransi Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi
Kerugian. UIR Law Review, 1(01),77
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Suatu perjanjian harus mempunya obyek tertentu atau sekurang-
kurangnya dapat ditentukan

2. Kausa yang halal

. Kontrak yang tidak dilaksanakan

Kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan,
melainkan masih mempunyai status hukum. Contohnya, yang
seharusnya dibuat secara tertulis tetapi dibuat secara lisan, kemudian
kontrak tersebut ditulis oleh para pihak.

d. Sanksi administrative
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Jika persyaratan tidak dipenuhi, maka mengakibatkan sanksi
administaratif terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam
kontrak tersebut
Dalam perjanjian jika-salah satu pihak tidak menjalankan apa yang
menjadi- hak dan Kkewajiban sesuai dengan perjanjian, maka akan timbul
wanprestasi. Apabila salah. satu " pihak: melakukan wanprestasi maka akan
menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Jika terjadi wanprestasi maka
penyelesaian dilakukan sesuai dengan apa yang di perjanjikan.yang terpenting
dalam perjanjian itu adalah kedua belah pihak melaksanakan apa yang telah
disepakaati.
Pasal 1238 KUHperdata mengatur tentang wanprestasi yang berbunyi”
debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini
mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu tertentu.

177

Sebagal - pedoman peneliti: yang. sama berdasarkan- peneliti terdahulu
yang dilakukan oleh Hanny Trie Hernanda tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa-
Menyewa Alat Berat Pada PT. Artha Putra Kencana.Di Pekanbaru, maka dapat
disimpulkan masyarakat beleh saja membuat perjanjian yang berupa dan berisi
apa saja dan perjanjian itu mengikat para pithak yang berjanji selama perjanjian
tersebut tidak menyimpang dari syarat pasal 1320 KUHperdata. Penyelesaian
didalam penelitian ini dilakukan melalui jalur non litigati.!’®

Pada pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pada PT.Artha Putra Kencana

terlihat adanya permasalahan yang terjadi yaitu wanprestasi, penyewa yang

177 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 Tentang Wanprestasi
178 Skripsi Terdahulu Berjudul Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Pada PT.Artha
Putra Kencana di Pekanbaru
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melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran . keterlambatan

pembayaran terjadi karena belum menerima sejumlah uang dari pencairan biaya

proyek yang penyewa jalankan.

ecara musyawarah,

a belah pihak di

sewa alat berat dan alat berat ditarik kembali oleh PT.Arta Putra Kencana.
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A. KESIMPULAN

BAB IV

PENUTUP

erapa Tahapan
prakontraktual
ra pihak yang

negosiasi atau

pelaksanaan perjanjian sev enyewa antara CV.Putra Ladon terdapat
wanprestasi yang terjadi. Yang mana pihak penyewa, menyewa alat
berat selama 360 jam, jika dinilaikan perjamnya senilai Rp 200.000,- (
dua ratus ribu rupiah ), dengan total keseluruhan Rp. 72.000.000,- (
tujuh puluh dua juta rupiah ). Pihak penyewa telah membayar uang

muka sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dan

membayar sisa sebagianya sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah )
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setelah itu pihak penyewa tidak lagi membayar sisa sewa sesuai
dengan perjanjian.

2. Penyelesaian perjanjian kerja sama sewa-menyewa alat berat antara

jalur

penyelesaian

AR

ecara demikian

kebencian dan

ARWALY

Berdasarkan hasil dari penelitian saran mengenai pelaksanaan perjanjian

sewa-menyewa alat berat pada CV.Putra Ladon adalah sebagi berikut :

1. Bagi pemilik CV.Putra Ladon agar menyempurnakan dari klausul-
klausul perjanjian dengan bahasa dan format yang lebih professional,
menyeimbangkan kedudukan penyewa dalam perjanjian sehingga tidak

lemahnya kedudukan penyewa dalam perjanjian dan lebih
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meningkatkan lagi kesiapan perusahaan untuk memenuhi segala

kewajiban yang harus dilakukan pemilik kepada penyewa. Sehingga

tidak ada permasalahan atau kerugian baik dari segi waktu atau lainya
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